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PERATURAN BUFATI MELAWI
NOMOR 7 +q TAHUN 2016

TENTANG

FEMBENTUKAN EELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

LI EADUPATEN MELAWT

DEMGAN RAHMAT TI/THAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI],

a, bahva berdasarkan Permendikbuad NMomos B0 Tabun 20108

tentang Pendidikan bMenengah Universal dan guna
meningkatkan dava tampung begi luhusen Sclkelak
Menengah Perrama dalam ranpka Pendidikan Menengah
Univcrsal scrta meningkatkan muatl  dan  efisicns
Pendidilean Menengah dipandang perlu untuk mengatur
Pembukasn Kelembapaan Sekolah Menengah Awrs di
Kabupaten Melawn;

- babwa bordasarkan pertimbangan sébagaimana dimaksad

dalasn  hurul  a tersebut diatas perlu diatur dengan
FPerabaran Bupati.

1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistcm

Fad

Pendidilcan Nasionel (Lembaran Nepasra Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoniesia Nomor 4201);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentung

Pembentukan Kabupaten Mslawi dan Kabupaten Sekadau
di Proping Halimantan Barat [Lembaran Negara Hepubhk
Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 4344);

Lndang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 tentang

Pemerintahan Dwerah  [Lanbwmn Nepgsra o Republik
Torlopmesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tzlaly diubah beberapa kali  terakbir dengan Undaog-
Undang Momor 9 Talun 2013 lenlemg Perubahen Kedus
Alas Undong-Undeng Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahenr Dacrah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuo 2015 Nomeor 38, Tambahan Lembaran
Megara Hepublik Indonesig Nomor 5679 ;

Undang-indang Nomor 33 Tshun 2004 Tentang

Ferimbangnn Keunngnn antara Pemeorintah Pusat den
Pemerminhan Deersh  (Lembarsn Negara Reopublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembearan
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Peramrran



Menetapkan -

w

10,

Feraturan Femwrintak Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 4496):

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang
Peagelolaan  Keuangan  Daerah  [Lemabaran  Negara
Repuhlilz Indonesie Tabun 2005 Nomor 120, Tambohon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinesn dan Pengawasan Atas
Fenyelenggarann Pemerintahany Deerah  (Lembaran
NMegara Reopublik Indnnesia Tehoun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Nepara Fepublik Tndonesa Nomor
2393).
MEMUTUZEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUEAN
EELEMBACAAN SEROLAH MENENGAH ATAS DI
EADUIATEN MELAWIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal L
Dalam Peraturan bupatl ini vang dimabksud dengan :

Naemb adalah Kabupaten Melawi,

Pemerintal: Daerah adaleh Kepala dacrah sebagal Unsur
Penyelenggara Pemerintnhan Daersh yang meminpin
pelaksongan wrman pemerintahan vang  menjedi
kewenungan dacrah otonom. .

Bupal adalsbh Hupan Melowi.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mealawi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ml =lanad.

Kepaln Tatn Usaha adeleh Pemcgang Tata Ussha dan
Addrninislrasi pada Sckolah Menangah Atas.

Kepaln  Selkoloh adaelah Pimpinan Sekalah yvang
menduduki jabatan fungsional.

Wakil Kepala Sekolah adalah Walkdl Pimpinan Sekolah
yvang msmnbidangi kurikulum, kesiswaan, Humas, Sarana

Frasarana.

Sekolah Menengali Awms adslsh Jenjang Pendidiker
Menengah Atag.

Unit Pelaksana Teknis Duerah adalah unit yang dibentuk
oleh  Dinas  Pendidikan sgebagal pelaksana  jalannva
pendidikan Sekolah Menengsh Atas.



L.

14.

15.

15.

15.

19,

210

22,

Anggnran  Pendapatan den Helanja Daerak  adsalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Melawi,

. Pendidikan adalab usahs sadar dan terencana unmake

mewujudiean  suasana belajar dengan . proses
pembelajarar  agar peserta  didik  secara skl
mengembangkan potensi dirings  untuk memiliki
keluatan spiritual leeagamasn, pengendalian  did,
kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta kererampilan
vang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Menengah Atas sdalah pendidikan wvang
diselengparakan bag hilusan Pendidikan Dasar.

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan
Yomponen pendidiken yang saling terkait secara terpadu
untuk mencapai tujuan Pendidikcan Nasional

Peserta Didiic adalah anggota masyarekat yang berusalha
mempemtsngkan potensi dird melalui proses
pembelajaran vang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis
pendidikan terrentu.

Tenaga Kependidilenn adalabh anggota masyarakat untuk
menunjang penyclengearsan Kepandidikan.

. Pendidik adalah tenngn kependidikan vang berkualifikasi

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan scebutan lain
sesual dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam
menyelengearakan pendidikan,

Kurikulum sdalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengeno ujuan, 1w dan bahan pelajaran serts cara vang
digunaksn sebagni pedoman ponyelenggaraan kegiotan
pembelajaran  untuk mencapai tujuan  pendidikzn
lerterntu,

Pembelajaran  adalah proses  interaksi peserta  didik
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
Lngkungan belajar,

Evaluasi Pendidikan adalah kegintnn pengendalian,
penjaminan dan penetapan mutu pendidikan tcrhadap
berbagai kompanen pendidikan pada setiap jaiur, jenjang
dan Jjenie pendidilan sebagei bentuk
pertanggungawaban penyelenggaraan pendidikan.

Akrvdiias adalah beglatan  penilaian  kelayskan

pendiditan progrun dalam samian pendidikan
berdasarksn Lriteri= yang telah ditataplkan,

Sumber Daya Pendidiken adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam pemnvelenrearsan nendidikan vane
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Dewan Pendidiken adaleh lembage mandin Yang
beranggotakan berbagal unsur masyarakat vang peduli
Komite Scholah  adelah  lembags  mandir YANg

beranggotaloan oremy tua J wall pescrta didike, komunilas
sckolah serta tolwh masyarakat peduli pendidilan.

Siswa adalah peserla didik pads satuan pendidikan
menengah di jalur Pendidikan Sskolah.

Urang lue adaleh Ayah atau Ibu atau wal siswa,

- Menten adslah Menteri yang bertanggung jawab dalam

bidang Pendidilan Nasional,

EBAE 11
TUJUAN
Pasal Z
Pembenlukan  Helembagasan Sekolah Menenguah  Awss
bertuuan =

a. meninghatkan  penampungan  lalusan  Sekolah
Menengah Pertama guna memenuhi Pembangunan
dan Pengembangan bidang Pendidikan di Daerah;

b. meningkaikan pengetahuan dan kemampuan siswe
sclepal angeoitn  maesyarakat dalam mengadalean
hubungan timbal balik dengan lngkungan sosial
budava, serta dapat melanjutkan pendidilkar pada
jenjang yang lebih tinggi.

Untuk mencapai tajuen sebagaimens dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini pemyeclenggaraan Pendidikan Menengah
berpedoinan pads tujunn Pendidilan Nasional.

BAE TIT
PENGELOLAAN
Pasal 3

Fengelolaan Pembukesn Sckolah sebagai bapinn dari
gistem  Pendidiban Nasional adalah tanpgzung  iawsah
Femerintah Daerah melahal Kepals Dings,

FPimpinzn Sekolah Menengah terdiri atas Kepala Sckolah
dan seorung ateu Jebih  Wakil Kepaln Sekolah
berdasarkan kebutuhan.

Pimpinan Sekolah dibeniu oleh Tenapa Kependidilan
leinnya dan tenags administrasi yang berada dibawsh
koordina =i Sub Bapisn Tata Usaha.

Susunan Urganisasi, tugas dan wewenang Sekolah
Menengeh ditetapkan Pemerintah Dasraly Kabupaten
Melawi.



Pazal 4

Pengadaan, pemnduysgunssn dan pengembangan lenapn
kependidikan,  kurkulum, buln  pelajaran, peralatan
petididikan, tanah den gedung serta pemeliharaannya pada
Selolah Menengeh menjadi tanggung jawab Pemeriniah
Daerah Kabupaten Melawi.

Pasal 5

hepala Sckolah bertanggung jawab keparis Kepsln Dinas qtas
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, admunistrasi sekoluh,
pembinaan tenaga Kependidikan lainnva dan pendavagunaan

SArany dur prossTana.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh sesrang Kepala Suk
Bagian Tata Usaha dengan jabatan strukiural cselon TV b
pada Sekolah Menengaeh Pertama.

BAR IV
KURIKULUM
Fasal ¥

(1} I=s surbkulum Pendidikan Menengah merupakan susunan
bahan kajian dan pelajoran uatuk mencapai tujuan
Pendidikun Memengph dalam rangka upsya mencapai
tuyuan penulichban

2] Isi kurikulum Pendidilcan Menengah wajib memuat bahan
kajian dan mata pelajaran tentang :
a. Pendicilan Pancasila;
b, TPendidikan Agama;
c. Pendidilcan Kewurpanepnronn,

(3] Kurkulum yang berlaku secara Nasinnal dirctapkan oleh
Menteori.

(#] Sekolah Menengabh dapet menjabarkan dan menambsah
mals pelajpran sesual dengan keadasn lingkunpan dnn
cirn khns seliolah yang bersanghutan dengan tidek
rnsrgurang kurizulum yang berlaion secary namonal,

{3} Selolah Menemgan dnpar menjabarlan <dan menambah
bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan
ksbutuuha sutempart,



{1]

[}

{2}
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BAE ¥
SISWA
Pazal &

Untux dapat diterima sebagai siswa Sekolah H-mnngah

Atas scscorang harus .

a. tamat Pendidikan Dasar; -

D, memiliki kemampuan yung rfmynmm eleh Sekalah
Menengah yang bersangkutan.

Prlakssnaan ketentuan sebagaimana dimalesvd delam
ayat (1} pasal ini diatur dengan Peraturan Kepela Dinas.

Fasal 9

Siswa mempumnyai hak ;

a. mendapat perlukusn sesusi dengan bakat, hikmah
dan kemampuannys;

b mempercleh pendidikan agama sesuai dengar agama
vang dianulnya;

€. mengikuli program pendidikan vang bersangkutan
dims dosar Pendidikan berleslanjutan, baik untulk
mengembangkan kemampuan diri maupun untuk
mempernieh pengaluean tingkst pendidikan tertentu
vang telah dibukukan;

d. mendapsat bantusn fasilitas belajar, beasiswa atau
Dantuan ismin sesuai dengan persyaratan vang
berlaku;

& pindah ke Seleolabh Menengah yang sejajar amu yang
tingkainya lebih tinggl sesuai denpan persyaraton
penerimaan  siswa pada Sekolah Menengsh yeng
hendak dimasubkd.

Siswa mempunyai kewsjiban :

2. ikwt menangeung biaya penyclengparasn pendidikan,
kecuali Dilsmana sisws dibebaskan dari kewajiban
terscbut sezual dengan peraturan vang berlaloa;

b, mematuhi peraturan yang berlalo:

menghormal tenapgn kependidikan:

d.  idout memelhara sarana dan  prasmsna seria
kebersihan, ketertdban dan keamansn  Sekolah
Menengeh yang bersangkutan,

Pelaksanuan ketentusn sébagaimana dimaksud dalam
Hydl (1) dan (2) Pasal ini diatur oleh Kepala Dinos.

"

BAB V..



BAR VI
PENILAIAN
Pasnal 10

Penilnion Sskolah Menengah dilakssnakoan secom bertahap,
berkesinambungsn dan bersifat terbuka untuk memperoleh
ketenangan tentang kegistan dan kemejuan belajar sisw=,
prlsksanaan kurikulum, guru dan tenaga Pendidik sinnya,
don Bekolah Menengah sebagal satu keseluruhan delam
rangka pembinaan, pengembangun dun penentuan alkreditasi
Sckolah Menengah vang bersangkutan

(1)

=

(=

.

(1)

(2]

Pasal 11

Penilaian  peloksanean  Lkurllolum  dilakukan guna
mengetahui kesesuaian anrars urilidum Sekolah
Mrnengah yang bersanglutan dengan dasur, fungsi dan
taik twjuan Pendidikan Nasiopal dengan kemampuan
siswa scria perkembangan masyarskat.

Penilaian terhadep guru den woaga kcpendidikan
dilabukan  unluk  menpeotahui kemampuan dan
krwenanpan pmfeasional

Hasil penilaian sebagaimans yung dimeksud eyat (2)

Paxzal ini digunakan uniuk :

4. Pembineen dan pengembangan guru dan tenapga
krpendidikan lainnys;

b. Penyempurnaan looriloahom dan pengelolaan program
pendidikan garn dan tecage leependidikan lainnys.

Pelakeannan penilaian sebagaimana dimaksud syat {1).
ayat (2] dan ayat [3} Pesal ini dilakwkan oleh Hepala
Dimas.

BAB VI

FPEMBIAYAAN
Pasal 12

Dengan  telakh  dilakulan Pembukaan EKclkembagean
Selnlah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Keparnan
sebagaimana dimaksud dalam Lampian Peraturan
Bupat imi, terhadap scgala biaya penyelenggaraan,
sarand dan prasarana Sekolah menjad! beban Pemerintah
Dacrah dongan pembinaan dan psngawasan pada Dinas
melalul Anpgaran Pendapmtan dun Belaomga Dmerah
Kabupaten Melzwi dan pendapatan lnin, bheik dari
Pemermlah Pusat maupun sumber ladn vang sak,

Pembinoan sebagaimana dimaksud ayat [I) Pasal in
malfpeids
a.  gujl gur, mwnaga kependidican laimnya dan renags

adminisTrac:



BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 13

(1} Pemermizh Dessbh mebidhin Dmas Pendidilcan dilakubosn
pengawasan lerhadap Sekolah dalam renghs pembinasn,
pengawessn, perfidungen, peningkatan muolo  dan
pelayanen Sekoinh yang bersangiaran.

{2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggarasn

[3] Pengawasan achagaimsna dimaksud ayat (1) dan ayac (2]

Pasal ini diater dengan Peramaran Kepala Dinas.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP
Pazal 14

Lampiran Peruiuran Bupsati i merupmban ety kesatoEn dan
bagian yung tidak terpisahkan dari Peraturen Bupsli o,

Fasal 15
Apar setap orang dapst mengetahuinys, memerintabioan

pengundangan Peraturan ind dengan mcncmpaticannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Mclawl

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pads tanggal, 2 b—9 2016

Diundangkan di Nanga anh

pada tanggal,

2016

SEKFETARIE DAERAH KABUFATEN MELAWI,

VO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWL TAHUN 2016 NOMOR ] &y



LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI MELAWI]
NOMOR 3 &4 TAHUN 2016
TANGGAL 16-9- 2016
TENTANG PFEMBENTUEAN KELEMBAGAAN SEXOLAH MENENQGAH
ATAE T EABRIUIPATEN MELAW]

BADAN PERAN SFRTA KEPALA SEROLAH
'l MASYARAKAT/KOMITE T~~~ WAKIL KEPALA
;‘ SEKOLAH SEROLAH
|
UNIT LABORATORIUM | SUB BAGIAN
TATA [FEAHA
UNIT PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Diundangian di Mamngs Pinoh
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN MELAWI,

VO TITUE MULYOND

st



LAMPIRAN [ : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 3 « TAHUN 2016
TANGGAL 2 b~9 -2016

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BEROLAH
ATAS D! KABUPATEN MELAWI

NAMA — NAMA PEMBUKAAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS

DI KABUPATEN MELAWI

MENENGAH =

ALAMNT

&

IVO TITUS MULYONCG




m.mmmzmw:

PERATURAN BUPATI MELAWT
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTAMG

FEMBENTUKAN KEELEMBAGAAN BEXULAH MENENGAH ATAS
DI KAZUPATEN MELAWI

THremcAanakan alsh -
e rala Dmu& P-tnd_-:h.i.u.u

Blenimbang

The 1
199403 1 012

Fambhi
NIP. 19G007T

M et

Ditelzti ke bali oleh ;
ASISTEN 11,

SUHARDIMAN .E Bon

Pembina Viame Mude
NIP.IGLEICOS 198511 1 D01

Thseriind abeh :
SEEREETARIS DAEEAH

Criaahkzn oleh !

F

1.

LDENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SUTATI MELAWI,

bahws herdasarkan Permeendibbud Nowmor 20
Tahim 2013 tentang Pendidiltan Menengal
Universal dan guns meningkatkan dagya
tampung bagi ulusan Sckoluh Menompah
Pertama serta meninglaikon mutu  dano
clisictizsi Pendidikcen Menengah dipandang
peria untuk mengatur FPembukaan
Kelembagaan Sekolah Mepengah Ates  di
Kaobupaten Melawd:

. babhwa unmb-mclabsanskan maksud dalam

bhuruf a torschut di atas perhy diatvr dengan
Peraturean Bupatd Meloai.

Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2007 tectang
Sistemn Pendidikan Nasional (Lembaran Negura
Fepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7H,
Tambahan  Lembaran  Negara — Republik
Indrmesin Komor $301]

Urlang-Umiang Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Eabu paten Melawi damn
Kabupaten Sechadau di Propinsi Kalimactan
Barat (Lembaran Negare Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 14%, Tambahun Lembaran
Negara REepublik Indonesma Nomor 4344,

. Undang-undang Momer 23 Tahun 2014 tentang

pemerintaban  Daerah  (Lembaan  Nugara
Republik Indonssia Tahun 2014 Nomeor 244,
Tambhshan  Lembaran negara  Hepublik
Indonesia MNomor 55R7) sebapsimans  teleh
diubah beberapa kali denpgan Undang-undang
Nomer 9 Tabhun 32015 tentang peruhahen
Kedua Atas Undaog-undang Nomor 23 Tahun
2074 tentang Pemerintaban Ea.m'mx
(Lemburun Negare Republik Indonesia tabun
4015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNogara
Fepublik Indonesia Nomor 567);

4. Undang-undany...



